BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.814, 2017

BNN. Hasil Pemeriksaan/Pengawasan. BPK.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik
terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
korupsi, kolusi dan nepotisme maka diperlukan
pengawasan serta mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional guna
menuju suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang mengarah pada pemerintah yang bersih
(clean government);

bahwa dengan adanya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Badan Narkotika Nasional merupakan salah
satu bentuk tugas dan fungsi dari pengawasan, sehingga
diperlukan tindakan secara efektif, efisien, dan dapat

dipertanggungjawabkan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang
Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Badan Narkotika Nasional yang mencakup

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 251);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6
Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Badan Narkotika
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 680);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 18
Tahun 2012 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1347);
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2085);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2016 tetang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan
Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 66);

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan
Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional
Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
395);
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MEMUTUSKAN :
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN/PENGAWASAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL.

Pasal 1
Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Badan Narkotika Nasional merupakan acuan bagi
Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika

Nasional.

Pasal 2
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional
dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan/Pengawasan yang dibentuk berdasarkan Surat
Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional dan berada di

bawah kendali Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional.

Pasal 3
Ketentuan mengenai Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala

Badan ini.
Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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